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Editorial

Keragaman di Indonesia telah tersohor hingga ke mancanegara. Sejak dahulu, negara kita dikenal
sebagai negara multicultural, multirasial, bahkan multiagama, sehingga tidak heran jika banyak
sekali keanekaragaman budaya dan etnis atau suku berkembang di dalamnya. Selain itu,
pemerintah Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan
Konghucu, sehingga dapat merangsang pertumbuhan yang heterogen. (indonesia.go.id, 2020).
Oleh karena itu, Perbedaan agama dan heterogenitas menjadi sebuah keniscayaan di
masyarakat, karena perbedaan agama dapat memicu perpedaan pada cara pandang “point of
view” dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini akan menimbulkan “The Big Question” yang
seolah menjadi pertanyaan retoris yaitu sudah siapkah kita menerima dan menghadapi
perbedaan?

Perbedaan dan keragaman agama yang ada di Indonesia dianggap menjadikan kita rentan atau
resisten terhadap konflik baik yang berkaitan langsung dengan agama maupun budaya. Sebagai
contoh sebagaimana diungkapkan oleh saudara Hamdan Arief bahwa telah terjadi pembakaran
rumah ibadah (masjid) di Tolikara, Papua yang kabarnya dipicu oleh suara speaker yang dipasang
kaum muslimin setempat saat akan melaksanakan shalad ‘led. Hal inilah yang memicu dan
mengusik kenyamanan umat agama Nasrani setempat, sehingga hal terburukpun terjadi. Apabila
kita mencoba menarik benang merah pada persoalan ini sebenarnya bertitik tolak pada masalah
toleransi antar umat beragama. Semakin beragam dan banyaknya pemeluk agama-agama yang
ada di negara kita, maka seyogyanya semakin besar pula rasa toleransi kita kepada pemeluk
agama lain terlebih saat umat agama lain melaksanakan ibadahnya. Tentunya dengan
memperhatikan norma-norma dan kesantunan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam
kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Bagaimana mungkin pada saat yang bersamaan kita
sedang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, di saat itu pulalah kita sedang melaksanakan
kedzaliman? Ada ketimpangan sehingga perlu dicermati bersama.

Kerentanan itu tidak hanya menimpa pada relasi antar agama saja, akan tetapi dapat menjalar
pada internal suatu agama sebagai contoh dalam memahami perbedaan (ikhtilaf) dalam agama
Islam. Terlebih lagi dalam memahami kultur budaya, ada yang menggolongkannya dalam bid ah
yang dilarang namun ada pula yang menerjemahkannya sebagai pendukung yang dapat

mewujudkan tujuan syariat. Ahmad Zarkasi dalam Review Buku-Bid’ah di Masjid: Antara Perilaku
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dan Hukum dalam Peribadatan mencontohkan adanya tabuhan bedug sebelum adzan
dikumandangkan, bukan berarti ia menggantikan adzan melainkan hanya memberikan informasi
agar lebih sampai kepada masyarakat. Jika hanya adzan saja yang dikumandangkan khawatir
suara tidak sampai ke penjuru wilayah karena di zaman kemunculan bedug, masyarakat belum
familiar dengan pengeras suara.

Melihat realita keragaman di masyarakat ini, maka Kementertian Agama memiliki peran penting
untuk dapat menjadi “regulator” sekaligus “moderator” untuk menjembatani keresahan
masyarakat agar umat beragama yang ada Indonesia memiliki “semangat bertoleransi” dalam
menyikapi perbedaan dan keragaman. Terlebih lagi, umat Islam memiliki Majelis Ulama
Indonesia yang fatwa-fatwanya diharapkan dapat mengatasi kegundahan masyarakat khususnya
di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Fuat Hasanudin dalam ljtihad Magashidi: Metodologi dan
Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia) di mana
MUI menggunakan pendekatan maqgashid asy-syari'ah dalam melakukan ijtihad, maka
diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat sehingga tidak was-was dalam
menjalankan fatwa-fatwa tersebut.

Masih banyak problematika hukum yang timbul dan berakar dari keragaman dan perbedaan.
Setidaknya editorial ini dapat memberikan gambaran singkat tentang arti dari sebuah keragaman
dan semoga kita mampu menjawab pertanyaan: Siapkah kita menerima dan menghadapi

perbedaan?

Editorial,

Agustus 2019
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ABSTRACT

Majelis Ulama Indonesia (MUI) through its Fatwa Commission is one of the fatwa institutions in
Indonesia whose fatwa become one of the reference materials for Indonesian Muslim communities.
In magashid al-Shari'ah's perspective, all legal products or fatwas are oriented towards
mashlahah and keep away from damage (mafsadah). ljtihadi Magashidi or ljtihad magashid-
based has become a norm for mujtahid in the process of performing jihad or giving fatwa. This
research tries to analyze and answer two things: First, about the methodology of ijtihad based on
magashid al-syari'ah used by the MUI Fatwa Commission in issuing its legal products (fatwa),
secondly, the extent to which the contextualization of Islamic law produced in the form of fatwa
becomes a "guarantee™ from the creation of mashlahah for the people of Indonesia, where the

realization of mashlahah is the core purpose of the law (magashid al-Sharia) itself.

Keywords: MUI Fatwa, Magashid al-Shari‘ah, Methodology, Contextualization, Islamic Law.

ABSTRAK
Majelis Ulama Indonesia (MUI) through its Fatwa Commission is one of the fatwa institutions in

Indonesia whose fatwa become one of the reference materials for Indonesian Muslim communities.
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In magashid al-Shari'ah’s perspective, all legal products or fatwas are oriented towards

mashlahah and keep away from damage (mafsadah). ljtihadi Magashidi or ljtihad magashid-

based has become a norm for mujtahid in the process of performing jihad or giving fatwa. This

research tries to analyze and answer two things: First, about the methodology of ijtihad based on

magashid al-syari'ah used by the MUI Fatwa Commission in issuing its legal products (fatwa),

secondly, the extent to which the contextualization of Islamic law produced in the form of fatwa

becomes a "guarantee™ from the creation of mashlahah for the people of Indonesia, where the

realization of mashlahah is the core purpose of the law (magashid al-Sharia) itself.

Kata kunci: Fatwa MUI, Magashid al-Syari ‘ah, Metodologi, Kontekstualisasi, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pembentukan hukum melalui upaya berfikir
yang optimal yang dilakukan oleh seseorang
yang mempunyai kecakapan di bidang tersebut
dalam ilmu ushul fikih disebut dengan ijtinad.
Proses ini sangat diperlukan untuk menjawab
berbagai persoalan-persoalan yang muncul
seiring dengan  perkembangan  zaman.
Berbagai permasalahan baru selalu akan
ditemukan dari generasi ke generasi, dari
zaman ke zaman dan dari keadaan ke keadaan
yang lain. Pada proses ini hendaknya selalu
merespon segala perubahan yang terjadi di
masyarakat tersebut. Produk ljtihad yang tidak
responsif terhadap perubahan zaman akan
menjadikannya tertinggal
yang
karena memproduksi

dengan
kemashlahatan mengitarinya.  la

dikatakan mandul

IM.N. Harisudin, Fikih Nusantara:
metodologi dan Kontribusinya pada Penguatan
NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di

hukum vyang tidak sesuai dengan tujuan
(magashid al-Syari’ah) hukum itu sendiri’.
Diktum  fikih  yang

diaktualisasikan kembali agar mendapatkan

demikian  perlu

run  syariat Islam dan tercapainya
kemashlahatan yang diinginkan.

Upaya ijtihad dan keadaan zaman yang
sedang terjadi melazimkan adanya interaksi
yang sangat kuat. Setiap keadaan dipengaruhi
perubahan yang terjadi, ia selalu memerlukan
arahan dan bimbingan yang secara teologis kita
sebut sebagai hukum syariat atau hukum yang
didasarkan pada nilai yang bersumber dari
Allah swt. Interaksi antara keduanya ibarat dua
sisi mata uang yang tidak terpisahkan dan
saling berkaitan untuk mewujudkan keinginan
sekaligus kemashlahatan manusia. Di satu sisi,

produk hukum menjadi sebuah arahan bagi

Indonesia, (Pidato pengukuhan Guru Besar, IAIN
Jember: 2018). HIm. 13.
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manusia, di sisi lainnya ia mengikuti
perkembangan dan perubahannya?,

Pada produk hukum yang dirumuskan
ulama terdahulu mempunyai konteksnya
sendiri. Seorang mufti yang ditanya tentang
suatu hukum bisa saja merujuk hukum-hukum
yang sudah dirumuskan oleh pendahulunya di
dalam kitab-kitab fikih. Meskipun demikian,
hal yang perlu digarisbawahi dengan garis
tebal adalah bahwa taglid atau ittiba ® tanpa
melihat realita yang ada (konteks) justru akan
mendatangkan banyak kemadharatan bagi
manusia. Hal ini dikarenakan produk-produk
dibuat

menyesuaikan dengan kedaan di mana mereka

hukum terdahulu tersebut
hidup. Sehingga, upaya merumuskan dan
melahirkan produk hukum perlu mendapatkan
penyegaran  kembali  dalam  rangka
menciptakan kemashlahatan bagi manusia,
baik di dunia atau di akhirat sebagai tujuan
utama syariat itu diturunkan. Dengan kalimat
sederhana dapat dikatakan, inilah fokus utama
ijtihad magashidi atau ijtihad berbasis
juga yang

selazimnya digunakan sebagai pegangan oleh

maqashid  al-syari’ah.  Ini

mufti atau mujtahid dalam merumuskan dan

menghasilkan produk hukum atau dalam

2Ilhamsyah Pasaribu dkk., Penerapan
Magqashid syariah dalam fatwa-fatwa MUI Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2000-2010 (Sebuah Nalisa
Sejarah Sosial Hukum Islam dan Penerapan
Magqashid Syariah), Jurnal Analytica Islamica: vol.
7 No. 1 Januari-Juni 2018. HIm. 76.
136

istilah ushul fikih sebagai proses istinbath al-

ahkam.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif,

karena  ingin  mengungkap  berbagai
metodologi yang digunakan MUI yang dalam
hal ini dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI
DSN MUl dan

pendekatan dalam merealisasikan tujuan

maupun pendekatan-
syariah di dalam produk-produk fatwanya.

Asumsi yang digunakan adalah dengan

yang
digunakan oleh ulama dan sarjana Islam yang

menganalisa metodologi-metodologi

terdapat di dalam buku-buku primer ushul fikih

dan  magashid al-syariah. Kemudian
selanjutnya melakukan analisa terhadap fatwa-
fatwa yang dikeluarkan MUI, baik dari sisi
dalil dan kaidah yang menjadi landasan, serta
alasan-alasan lain jika ditemukan pada teks
fatwa. Jika tidak ditemukan maka akan
dikembalikan pada pedoman dasar penetapan
fatwa yang dikeluarkan secara resmi oleh MUI.
telah

Ulama  Indonesia

banyak fatwa-fatwa

Majelis
melahirkan dalam
berbagai permasalahan. Tulisan ini merupakan
hasil kajian terhadap fatwa-fatwa MUI yang

dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI sejak

3Taglid adalah mengikuti pendapat orang
lain tanpa mengetahui dalilnya, sementara ittiba’
adalah mengikuti pendapat orang lain dengan
mengetahui dalilnya.
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tahun 2000 sampai 2017  dilihahat dari
perspektif Magashid al-syari ‘ah. Fatwa-fatwa
ini telah dibukukan dan tersebar di masyarakat.

Dalam rentang tahun 2000-2017, MUI
telah mengeluarkan fatwa sebanyak 19 fatwa
dalam bidang ibadah, 35 fatwa dalam bidang
Sosial dan Budaya, 10 fatwa dalam bidang
jinayah, 10 fatwa dalam bidang akidah.
Sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-
MUI pada rentang waktu yang sama sebanyak
116 fatwa.

Pendekatan Magashid dalam berijtihad
atau ijitihad yang berbasis pada Magashid al-
syari’ah sebagai fokus utama penelitian ini
adalah upaya menjadikan Magashid sebagai
dasar acuan yang selalu diperhatikan dalam
ijtihad,
menghasilkan produk ijtihad (hukum/fatwa)

proses sehingga  diharapkan

dalam permasalahan-permasalahan

yang
mewujudkan kemashlahatan dan mencegah

kontemporer ditujukan  untuk
kerusakan dan kerugian*. Sehingga batasan
penelitian ini jelas tidak akan mendeskripsikan
seluruh metodologi ijtihad yang dilakukan oleh
MUI, melainkan hanya pada metodologi
ijtihad yang mengacu pada magashid al-
Syariah. Dengan kata lain, metodologi yang
digunakan untuk memastikan bahwa produk

yang dihasilkan dari metodologi ini mengarah

4Al Khadimi. Nuruddin. 1431 H. al-
ljtihad al-Magashidi. Beirut: Dar Ibnu Hazm... HIm
31

kepada mashlahah sesuai konteks fatwanya
yang merupakan tujuan dari syariah itu sendiri.

MUI melalui komisi fatwanya berperan
sebagai mujtahid yang merespon kebutuhan
masyarakat akan kepastian dan panduan syar’i
dalam kehidupan modern mereka saat ini.
Banyak persoalan yang tidak ditemukan secara
literal hukumnya di dalam nash-nash al-Quran
dan hadits ataupun sumber hukum.

Secara konsep teori, di samping
membahas tentang mashlahah sebagai inti dari
ijtihad
berbasis magashid al-syari’ah sangat erat

magashid  al-syariah, metodologi
kaitannya dengan teori tsawabit (statis) dan
mutaghayyirat (dinamis). Hukum yang statis
adalah hukum yang bersifat za ‘abbudi karena
tidak diketahui  i’llah-nya dan  kita
melaksanakannya karena kehambaan kita
kepada Allah swt, seperti sholat, haji dll.
Sedangkan hukum dinamis adalah ranah
hukum yang diketahui ‘illahnya atau sering
disebut dengan ma’qul al-ma’na. la sangat
adaptif

menyesuaikan  perubahan  dan

kemashlahatan yang mengitarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
MUI

menggunakan

melalui  komisi fatwanya telah

pengembangan  metodologi
istinbath dan istidhlal hukum dalam mengkaji

dan mengeluarkan produk hukum pada ranah
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masyarakat Indonesia, proses tersebut merujuk
pada kaidah-kaidah ushul fikih yang dibuat
ulama terdahulu dengan merujuk pada teks al-
Quran, Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan,
Istishab, Mashalih Mursalah, Sad al-Szari ah
dengan tahapan tertentu dalam penetapan
fatwanya. Pada wilayah muamalah, hal yang
paling menonjol dan dikedepankan adalah
pada aspek mashlahah (kemashlahatan)®.
Basis mashlahah merupakan inti dari
ijtihad magashidi. Proses tersebut dapat dilihat
dalam beberapa pendekatan dan metode yang
dijadikan pijakan dalam menghasilkan suatu
produk hukum, beberapa di antaranya
terkadang tertulis jelas dalam teks fatwa di
yang
biasanya dicantumkan sebelum teks putusan

dalam  pertimbangan-pertimbangan
fatwa, adapaun sebagian yang lain dapat
disimpulkan dari dalil-dalil dan kaidah-kaidah
yang dipakai. Hasil penelitian ini mendapatkan
beberapa metodologi dan pendekatan terkait
ijtihad magashidi MUI yang secara garis besar
dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, [I’tibar al-Mashlahah  wal
Mafsadah

I'tibar al-Mashlahah wal Mafsadah adalah
pendekatan yang menekankan bahwa semua

syariat yang bersumber dari nash-nash hukum

SMumung Mulyati, Kontribusi MUI
dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum
Islam di Indonesia, Jurnal Al-mashlahah (jurnal
Hukum dan Pranata Sosial Islam), Vol:07, No. 1,
Agustus 2019, hal. 97.

138

Islam (baik al-quran, dan al-Hadits) diyakini

mempunyai  tujuan untuk  menciptakan
kebaikan dan kemashlahatan bagi manusia,
serta  mencegah terjadinya  kerusakan
(mafsadah). Metode ini adalah metode yang
digunakan untuk mengkaji hukum sebuah
permasalahan dengan memperhatikan dan
menitikberatkan kepada aspek mashlahah atau
mafsadah. Pemberi fatwa atau mujtahid
berorietasi langsung kepada magashid as-
sendiri.

Syari’ah  itu Proses penetapan

hukumnya dengan memperhatikan
kemashlahatan, menakarnya dengan sebaik-
baiknya, = mencoba  merealisasikannya,
memperbanyaknya dan mengaplikasikannya.
Hal demikian juga berlaku untuk mafsadah,
dengan memperhatikan aspek kerusakannya,
menolaknya, menjauhinya dan

menghilangkannya®. Praktiknya  dapat
dipahami bahwa jika kemashlahatan yang telah
diuji dan melewati kajian yang serius dari
pakar di bidangnya dan berbagai pemangku
kepentingan dari permasalahan tersebut, maka
kemashlahatan ini adalah sesuatu yang ingin
direalisasikan (mashlahah hagigiyyah) dan
yang seharusnya dipertimbangkan dari pada

nilai-nilai yang lain (mashlahah rajihah).

®Al-Khadimi, Nuruddin. 1429 H. Abhats
fiMagashid as-Syari‘ah. Beirut: Muassasah Al-
Maafif.HIm 64
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Metode [’tibar mashlahah wal Mafsadah
dilakukan terhadap berbagai permasalahan
kontemporer yang dituntut untuk ditentukan
hukumnya olenh mufti/mujtahid. Berbagai
permasalahan tersebut muncul dan terkadang
tidak ditemukan secara literal sebuah nash dari
sumber hukum Islam yang menjelaskan
Menitik

mashlahah dan mafsadah bukan berarti

hukumnya. beratkan  kepada

menjadikannya sebagai sumber hukum
tersendiri di luar nash al-Quran dan al Hadits.
Tetapi  justru  sebaliknya, menjadikan
keseluruhan makna dan ruh (spirit) dari syariat
yang tersebar di dalam teks-teks syar’i, dengan
kata lain maqashid as-Syari'ah sendiri
merupakan kumpulan dan kesimpulan dari
nash-nash secara menyeluruh’.

Para ahli ushul figh dari kalangan
Syafi’iyyah memberikan syarat dalam
penggunaan metode [’tibar mashlahah wal
Mafsadah yang tidak disangkal oleh siapapun:
Kesesuainnya dengan maqashid al-Syari ah.
Imam Ghazali (w 505 H) mengatakan: “Jika
kita menafsirkan kemashlahatan sebagai upaya
memelihara tujuan (magshud) dari syariat,
maka tidak ada perbedaan pendapat dalam
mengikuti mashlahat tersebut, bahkan wajib
menetapkannya sebagai sebuah hujjah/dalil’®,
Oleh ulama-ulama terdahulu metode ini

terlihat di dalam beberapa dalil/sumber hukum

"Al-Fasi, 'llal. 1429 H. Magashid as-
Syari'ah wa Makarimuha. Rabat: Muassasah 'llal al-
Fasi. Cet. 5. HIm 41

Islam mukhtalaf fih (yang tidak disepakati,
persilangan pendapat di dalamnya) semisal
Istihsan dan mashlahah mursalah, pada contoh
yang kedua lebih terlihat, karena merupakan

hakikat dari mashlahah mursalah itu sendiri.

Percampuran Mashlahah dan Mafsadah
Pada setiap kejadian dan perbuatan, terjadi
pergumulan antara dua hal yang saling
bertentangan di dalamnya. Dalam konteks
tertentu terdapat kemashlahatan, namun pada
konteks yang berbeda terdapat kerusakan.
Suatu  perbuatan  bisa  mendatangkan
kemashlahatan di waktu sekarang, dapat juga
disusul datangnya kerusakan di kemudian hari,
atau sebaliknya. Maka, bisa dikatakan bahwa
tidak ada kemashlahatan mutlak, sebagaimna
tidak ada kerusakan mutlak dalam suatu
perbuatan.

Percampuran antara mashlahah dan
mafsadah menjadi kelaziman. Dalam setiap
permasalahan akan menimbulkan dua hal
tersebut sebagai realita yang tidak bisa
dihindari.

Imam Syatibi dalam hal ini

mengatakan: “Segala kemashlahatan dan
Kerusakan dalam konteks dunia, hendaknya
dipahami berdasarkan pada hal yang menjadi
Apabila

mendominasi, maka disebut sebagai sebuah

dominasi. segi  kemashlahatan

kemashlahatan. Sebaliknya, apabila kerusakan

8Al-Ghazali, Abu Hamid. 1413 H. Al-
Mustashfa fi ‘ilmil Ushul. Beirut; Dar al-Kutub al-

‘limiyyah. Cet. 1. Juz 1. HIm 311
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mendominasi, maka disebut sebagai kerusakan
secara urf (kebiasaan)™®. Imam Qorofi juga
mengatakan hal yang mendekati pernyataan
tersebut: “Penelitian iinduktif terhadap syariat
secara keseluruhan menghasilkan sebuah
tidak ada

kemashlahatan melainkan di dalamnya ada

kesimpulan  bahwa sebuah
kerusakan, walaupun sedikit dan jauh dari
kenyataan, Begitu pun tidak ada sebuah
kerusakan melainkan di dalamnya ada
kemaslahatan, walaupun sedikit dan jauh dari
kemungkinan. Sebagaimana Allah  swt.
Berfirman dalam perkara Khamr dan
perjudian: “.....Katakanlah di dalam keduanya
ada kerusakan (dosa) besar dan kemanfaatan
untuk manusia, Namun kerusakan yang

ditimbulkan keduanya lebih besar dari

kemanfatannya®"1,

Avyat di atas menjelaskan dengan jelas
teori ini. Bahwa di dalam mengkonsumsi
khamr terdapat banyak kemadharatan, dan
yang paling dilawan oleh syariat adalah
bagaimana khamr dapat menghilangkan fungsi
akal seseorang, padahal akal merupakan inti
dalam parameter seseorang dikatakan mukallaf
atau tidak. Namun, al-Quran juga tidak
memungkiri bahwa di dalam mengkonsumsi
khamr konteks  tertentu

pada dapat

mendatangkan  kemashlahatan, meskipun

°Al-Syatibi. n.d. Al-Muwafagot fi Ushul
al-Syari‘ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.juz 2. him26
OAl-Qorofi, Syihabuddin. 1993 M. Syarh
Tangih al-Fushul. Cairo: Maktabah al-Kulliyah al-
Azhariyyah.him 78
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selanjutnya Allah swt menetapkan bahwa
kemaslahatan khamr sangat sedikit apabila
dibandingkan  dengan  kerusakan  yang
ditimbulkannya.

Apabila dilihat dari konteks syariat,
kemashlahatan terbagi menjadi tiga: Pertama,
yang
keberadannya oleh syariat secara tegas
(mashlahah Kedua,

Kemashlahatan yang tidak ditolak secara tegas

kemashlahatan dilegitimasi

mu tabaroh).

oleh syariat (mashlahah mulghoh). Ketiga,
Kemashlahtan yang tidak diakui dan tidak pula
ditolak secara tegas (mashlahah mursalah)'2.

Kemashlahatan yang ditolak oleh syariat
(mulghoh) adalah yang tereliminasi oleh
kemashlahatan-kemashlahatan lain di atasnya
yang lebih pantas untuk didahulukan. Maka
seauatu yang lebih penting didahulukan dan
meninggalkan yang lain apabila tidak bisa
disatukan dalam satu wadah kemashlahatan.
Walaupun kemashlahatn itu mulghoh dan
ditolak, bukan berarti menafikan hakikat dari
kemashlahatan itu sendiri.

Urgensi pendekatan dengan metode ini di
dalam perumusan produk hukum adalah agar
dapat menetapkan kemashlahatan pada
konteks yang mendukungnya. Fatwa MUI

tentang bom bunuh diri dapat kita amubil

11Q3S. Al-Bagarah: 219

12Al-Raisuni, Ahmad. 1430 H.
Nadzoriyyah al-Magashid ‘inda al-Syatibi. Rabat:
Dar al-Aman.him 238
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sebagai contoh®. Kerusakan dan kerugian
yang ditimbulkan dari perbuatan ini sangat
jelas dan banyak, semisal menghilangkan
nyawa (baik dirinya sendiri atau orang lain
yang tidak berdosa), kerusakan insfrarktur,
menciptakan teror dan lain-lain. Perbuatan itu
dihukumi haram (terlarang untuk dikerjakan)
di dalam fatwa tersebut. Penetapan hukum
demikian untuk mencegah kerusakan dan
menciptakan kemashlahatan. Sehingga, sisi
kemashlahatan yang timbul dari bunuh diri
tertolak  (mulghoh).
digarisbawahi bahwa mashlahah mulghoh ini

menjadi Perlu
tidak menghilangkan hakikat kemaslahatan itu
sendiri. Dalam keadaan tertentu, pada wilayah
tertentu  dan  untuk

orang tertentu,

kemaslahatan yang tadinya tertolak bisa
yang
tersebut

kemashlahatan
Dalam fatwa

menjadi

dipertimbangkan.
dilanjutkan dengan memberi hukum yang lain,
yaitu istisyhad untuk melabeli bom bunuh diri
yang dilakukan pada konteks lain, yaitu di
dalam keadaan yang menuntut demikian
seperti yang terjadi pada pejuang Palestina.
Bom bunuh diri yang tadinya terlarang menjadi
dibolehkan apabila kemaslahatan yang timbul
lebih mendominasi. Berikut kutipan fatwa

tersebut;

BHimpunan Fatwa MUI sejak tahun
1975. 2011. Jakarta: Erlangga. HIm 37
“1bid.

“Bom bunuh diri hukumnya haram
karena merupakan salah satu bentuk tindakan
keputusasaan (al-ya 'su) dan ~ mencelakakan
diri sendiri (ihlak an-nafs), baik dilakukan di
daerah damai (dar al-shulh/dar al-salam /dar
al-da’wah) maupun di daerah perang (dar
alharb).

‘Amaliyah al-Istisyhad (tindakan mencari
kesyahidan) dibolehkan karena merupakan
bagian dari jihad binnafsi yang dilakukan di
al-harb) atau

daerah  perang (dar dalam

keadaan perang dengan tujuan untuk
menimbulkan rasa takut (irhab) dan kerugian
yang lebih besar di pihak musuh Islam,
termasuk melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan terbunuhnya diri
sendiri. ‘Amaliyah

dengan bunuh diri”.**

Prof. Dr. M.N. Harisudin mengingatkan

al-Istisyhad berbeda

bahwa tema mashlahah yang dipakai oleh
ulama Indonesia di dalam metodologi ijtihad
harus benar-benar memperhatikan batasan-
batasan dan kaidah-kaidah yang baku
(dhowabith) 5. Karena tema ini menjadi sangat
‘rawan’ untuk digunakan oleh pihak-pihak
tertentu untuk melegalkan segala praktik
apapun selama terdapat dimensi
kemashlahatan yang terkandung di dalam

permasalahan tersebut. la lantas dijadikan dalil

M.N. Harisudin, Fikih Nusantara:
metodologi dan Kontribusinya pada Penguatan
NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di
Indonesia, HIm. 30.
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melegitimasi dan menetapkan hukum yang
terkandang bertentangan dengan dalil yang
jelas di dalam syariat. Pada keadaan yang
demikian, tentu terjadi kesalahan dalam
menetapkan hukum islam terdapat suatu
perkara yang tidak jarang dapat memicu
polemik dan keresahan di masyarakat.
Selanjutnya, beliau memberikan contoh-
contoh penyelewengan vyang dilakukan

beberapa pemikir liberal yang dengan
semangat kemaslahatan menjadikan dalil-dalil
yang bersifat juz iy (parsial) ternasahk (tidak
berlaku hukumnya sebab dihapuskan) oleh
kemashlahatan.

Imam  al-Ghazali  secara  tegas
mengatakan bahwa mashlahah yang menjadi
metodologi ijtihad berbasis magashid bukan
difahami sebagai segala kemashlahatan dalam
arti mutlak, melainkan mashlahah yang
memang merupakan magashid (tujuan) dari

syariat, sebagaimana beliau jelaskan:

e o ke e e LY B 8)le gb ddall
@3 5 dail) s 06 S 4 o Ly 3y
Jeat 3 ey Gl asle bl
spaia Jo B tlall] o IS aoli
Lais O gag B Gl n g2l s pale 5 62
S Al e 5 el s el 5 i il
5 imkian 58 Bod) JpoVl ads i et L
dbias Lgnds g 3dnde 58 JpoVloda wsiy Lo IS

16Abu Zahra, Ushul Figh, (Beirut: Dar al-
Fikr al-Arabiyah, 1994) Him. 442-445
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“Kemashlahatan pada dasarnya adalah proses
mengambil  kemanfaatn dan  menolak
madharat. Mekipun demikian, kami tidak
memaknai dengan pemahaman tersebut,
karena hal tersebut berarti hanya menarik
kemanfaatan dan menolak madharat yang
merupakan keinginan makhluk (manusia) dan
kebaikan-kebaikan mereka saja. Mashlahah
dalam pandangan kami adalah mashlahah yang
benar-benar digunakana untuk menjaga tujuan
dari syaiat dan tujuan syariat tersebut yang
diharapkan dari makhluk adalah memelihara
agama, akal, harta dan keturunan. Segala hal
yang merupakan implementasi pemeliharaan
terhadap lima hal tersebut maka disebut dengan
mashlahah, sebaliknya, yang tidak terdapat
lima hal tersebut adalah mafsadah (kerusakan)
dan menolak kerusakan tersebut termasuk
kategori mashlahah™®.

Menyadari ~ ‘kerawanan’  terhadap
penyelewengan tema mashlahah tersebut, MUI
juga telah

merupakan panduan bagi proses ijtihad di MUI

menetapkan  kriteria  yang
sendiri dan menjadi rujukan bagi ulama lain
yang mengambil jalan mashlahah sebagai
sebuah metodologi ijtihad magashidi (ijtihad
berbasis mashlahah). Ketetapan tersebut
adalah sebagai berikut!’:

“Pertama, maslahah/kemaslahatan
menurut hukum Islam adalah tercapainya
tujuan syari’ah (magqashid alsyari’ah) yang
diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima
kebutuhan primer (al-dlaruriyat alkhmas),
yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.

Kedua, maslahah yang dibenarkan oleh
adalah  maslahat

syari’at yang  tidak

"Majlis Ulama Indonesia, Himpunan
Fatwa MUI Sejak Tahun 1975, HIm. 490
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bertentangan dengan nash. Oleh karena itu,
maslahat tidak boleh bertentangan dengan
nash.
Ketiga, yang berhak menentukan
maslahat tidaknya sesuatu menurut syara’
adalah lembaga yang mempunyai kompetensi
di bidang Syari’ah dan dilakukan melalui

jjtihad jama’i”.

al-Kulliyat al-Khomsah

Salah satu pembahasan teori mashlahah di
dalam mqoshid al-syari’ah adalah pembahasan
tentang al-Dhoruriyat al khomsah atau al-
kulliyat al-khomsah. Dalam mugoddimah
kitab
menjelaskan bahwa ushul figh merupakan

almuwafaqot, imam  al-Syatibi
ilmu yang bersifat goth T dari segi legitimasi,
karena bersumber dan bersandar pada kulliyat
al-syariah (makna keseluruhan syari’ah) yang
meliputi ad dhoruriyat, alhajiyat dan at
Bahkan

semacam konsensus seluruh umat Islam bahwa

tahsiniyyahté. sudah  menjadi
diturunkannya syariat ini bertujuan untuk
menjaga lima hal: Agama, Jiwa, Keturunan,
Harta dan Akal'®. Dalam pembahasan ijtihad
kontemporer selalu melakukan pendekatan
melalui lima hal primer ini, bahkan secara tegas
dalam kajian hukum/fatwa-fatwanya. Hal
demikian juga dilakukan oleh MUI dalam

fatwa-fatwanya.

18Al-Syatibi. n.d. Al-Muwafaqot fi Ushul
al-Syari‘ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.juz 1. HIm 30

Para ulama ushul fikih mengingatkan
bahwa hal-hal pokok agama ini terangkum di

dalam ayat berikut ini:

0 ) . .
e 2 sw g oun

Og 1
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“Hai Nabi, apabila datang kepadamu

perempuan-perempuan yang beriman untuk
mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada
akan menyekutukan Allah (hifdz al-din), tidak
akan mencuri (hifdz al-Mal), tidak akan
berzina (Hifdz al-nasab), tidak akan
membunuh anak-anaknya (hifdz al-nafs), tidak
akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan
antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan
mendurhakaimu dalam urusan yang baik,
maka terimalah janji setia mereka dan
mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk
mereka.  Sesungguhnya  Allah  maha

Pengampun lagi Maha Penyayang” 2

Urgensi pendekatan ini, yaitu pendekatan
al-kulliyat al- khamsah atau al-dharuriyat al-
khamsah  dengan  memperhatikan tata
urutannya pada proses ijtihad adalah agar
tercipta kemashlahatan terpenting dari sekedar
yang penting, karena lima asas di atas adalah
hal penting di dalam agama. Keseluruhannya
harus diperhatikan di dalam menentukan
produk suatu hukum. Namun demikian,

terdapat hal yang lebih penting di antara yang

lbid. Juz 1. HIm 38
20Q.S. Al-Mumtahanah ayat 12
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penting, semisal fatwa MUI di atas tentag
(istisyhad),

meskipun melanggar ketentuan hifdz al-nafs

perbuatan  mencari  syahid
(menjaga nyawa) tetapi terdapat hal prioritas di

atasnya: hifdz al-din (menjaga agama).

Kedua, Ta’lil al-Ahkam

Ta’'lil Secara terminology berasal dari kata -
Me s ket Clllah berarti sesuatu yang memberi

dampak/menyebabkan pada sesuatu. Penyakit
disebut dengan ‘illah karena memberi dampak
tubuh. lllah juga

pendorong/penyebab untuk melakukan atau

pada berarti
tidak melakukan sesuatu®. 7a'lil al-Ahkam
adalah pemahaman untuk menjadikan semua
hukum-hukum syariat mempunyai tujuan dan
maksud tertentu, tidak mungkin kita
mengatakan tujuan-tujuan (magashid) Allah
swt akan syariat-syariat yang diturunkan
kepada hambaNya, kecuali dengan cara

menjadikan ~ hukum-hukum  syariatNya
mempunyai tujuan (magsad)?.

Dalam pendekatan ta /il al-Ahkam dapat
dibedakan menjadi dua hal: Pertama, at-7a 'l
al- ‘4m, Yaitu pendekatan yang mengharuskan
bahwa semua produk fatwa merefleksikan
hikmah atau tujuan untuk kemashlahatan

manusia. Kedua, at-7a’lil al-Khosh, yaitu

2LAl-Zarkasyi, Badaruddin. 1992 M. al-
Bahr al-Muhith fi Ushul al-Figh. Kuwait: Dar al-
Shofwah. Juz 3. HIm 111

22Muhammad Amin, Abdulrouf. 2013.
Al-ljtihad Ta-atsuruhu wa ta-tsiruhu fi fighai al-
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pendekatan giyash dalam ushul figh yang
mengharuskan adanya ‘illah (sifat) yang sama
antara hukum yang sudah ada dengan hukum
baru/produk fatwa baru yang ingin dirumuskan
hukumnya. ‘Illah ini ditujukan sebagai dasar
dari hukum/produk fatwa yang baru untuk
menjamin tercapainya kemashlahatan yang
telah dilegitimasi oleh syariat pada produk

hukum yang sudah ada.

Ketiga, Tangih al Fatwa
Secara bahasa tangih berarti mengeluarkan
sesuatu dari sesuatu, membersinkannya dari
yang bukan maksudnya, mensucikan dan
memurnikan. Dalam kajian ushul fikih, dikenal
istilah tangih manath adalah proses dan
pendekatan yang dilakukan seorang mujtahid
illah

membersihkan dan mengeluarkan sifat-sifat

terhadap  suatu hukum  untuk
yang tidak sesuai. Proses demikian dilakukan
sebelum menganalogikan hukum tertentu yang
terdapat ‘illah dengan persoalan furu’ (Sesuatu
persoalan yang dicari hukumnya dengan
analogi tersebut)®®. Dalam kajian tentang
tangih, pokok pembahasannya adalah seputar
lafadz dan makna dari lafadz tersebut yang
perlu dipilah dan dipilih mana yang sesuai
untuk dijadikan sifat yang tepat bagi hukum

atas suatu persoalan.

Magqashid wa al-Wagi'. Beirut: Dar al-Kutub al-
limiah. HIm 333

ZAl-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam,
Riyad: Dar al-Shoma’i, 1421 H, juz 3 him. 380.
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Metodologi di dalam tangih yang
dilakukan MUI setidaknya mencakup dua hal:
pertama, tangih di dalam sifat hukum atau
tangih al-manath dengan bantuan para pakar di
bidang masing-masing; Kedua, tangih di
dalam fatwa itu sendiri. Dalam metode yang
pertama bertujuan untuk memastikan bahwa
hukum tersebut sesuai karena terdapat sifat
yang sesuai dengan yang diinginkan oleh
hukum, sedangkan yang kedua bertujuan untuk
memastikan bahwa fatwa yang akan
dikeluarkan sesuai dengan konteksnya dan
mengandung kejelasan susunan kalimat dan
istilah yang tepat sehingga tidak terjadi
kesalahpahaman dan multi penafsiran terhadap
fatwa yang akan dikeluarkan.

Tangih pada pendekatan pertama
dilakukan dengan tegas oleh MUI dan diatur di
dalam proses dan mekanisme fatwa, di dalam
poin kesatu dijelaskan dengan lugas sebagai
berikut:

“Pengkajian masalah. Dalam hal ini,
anggota komisi harus terlebih dahulu
mengetahui  dengan jelas hakikat dan
masalahnya. Jika masalahnya merupakan
masalah baru dan memerlukan penjelasan
dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan

didengarkan penjelasannya’?*

Salah satu fatwa MUI yang melakukan
metodologi ini adalah fatwa tentang hukum
memakan kepiting. ‘illat atau sifat yang

menjadikan hewan haram dimakan salah

24 Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI
Sejak Tahun 1975, HIm. 17

satunya adalah hidup di dua alam: air dan darat

sebagaimana  katak  dan  sejenisnya.

Pertanyaannya adalah apakah kepiting juga
yang
menjadikannya haram untuk dimakan. Maka,

mempunyai sifat demikian
perlu proses tangih al-manath, yaitu dengan
menginventarisir sifat-sifat yang terkandung di
dalam hukum, memilah dan memilih sifat yang
paling tepat untuk menjadi sandaran hukum.
Setelah mendengarkan pemaparan ahli di
MUI

menjadikannya pijakan untuk memilih sifat

bidang  eko-biologi, kemudian
yang tepat bagi kepiting. la adalah hewan yang
hanya hidup di air air laut saja, atau tawar saja
atau kedua-dunya, namun tidak hidup di darat
dan di air. Dari sini, MUl menfatwakan
halalnya memakan kepiting. Metodologi ini
disebut dengan tangih al-manath.

Tangih yang kedua adalah proses seleksi
dan penyaringan terhadap pokok masalah
fatwa dan susunan kalimat fatwa itu sendiri.
Sebelum menjawab segala pertanyaan yang
diajukan kepada mufti, perlu diadakan tangih
(seleksi makna) atas pertanyaan tersebut.
Dengan kata lain, tidak semua pertanyaan bisa
tidak

memahami maksud pertanyaan itu sendiri.

langsung dijawab apabila mufti

Maka perlu dilakukan tangih atas pertanyaan
dan atas susunan kalimat fatwa yang akan
keselarasan

dikeluarkan, sehingga timbul
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pemahaman antara penanya dan jawaban dan
mufti.

Di dalam beberapa fatwa MUI, ketika
menjawab beberapa persoalan memperhatikan
pendekatan tangih kedua ini. Fatwa tentang
bom bunuh diri yang sering diasumsikan
dengan jihad misalnya, atau nikah siri, nikah di
bawah tangan dengan nikah tidak sah. Maka,
MUI di
memperhatikan hal tersebut. Susunan fatwa

dalam mengeluarkan fatwanya

didesain dengan metodologi tangih (memilah
makna) yang ingin disematkan hukum atasnya.
dalam fatwa-fatwa tersebut
disebutkan dahulu makna yang diinginkan di

Sehingga di

dalam lafadz tersebut, kemudian selanjutnya
diberikan hukum yang sesuai.

Ketiga, Muro’atu figh al-Muwazanaat
Ar-Raisuni mendefinisikan pendekatan
ini sebagai: “gabungan antara nilai-nilai
universal yang bersifat umum dengan dalil-
dalil yang spesifik terhadap permasalahan
tertentw?®.  Pemberi fatwa/produk hukum

melakukan ~ pendekatan  ini  dengan
menggabungkan kedua hal tersebut dalam
sebuah wadah untuk melihat permasalahan

baru yang ingin dirumuskan hukumnya.

Dalam Fatwa MUI tentang pernikahan di

usia dini dapat kita ambil gambaran bagaimana

BAl-Raisuni,  Ahmad. 1430 H.
Nadzoriyyah al-Magashid 'inda al-Syatibi. Rabat:
Dar al-Aman. Cet 3. HIm.342
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MUI menerapkan pendekatan ini. Dalam
pertimbangan fatwanya disebutkan beberapa
ayat dan dalil spesifik yang digunakan dasar
hukumnya, pendapat ulama dalam memahami
dalil-dalil spesifik tersebut, kaidah-kaidah yang
bersidat universal, baik kaidah fikih atau
kaidah magashid, perundang-undangan yang
berlaku, serta gambaran realitas di masyarakat
berserta mashlahah dan mafsadah yang
Semua tersebut

ditimbulkannya. input

kemudian  dikaji dan  dikomparasikan
(muwazanah) untuk merumuskan fatwa yang
tepat terkait hukum pernikahan dini.
Pendekatan seperti ini akan terlihat sisi
ketika

diaplikasikan dalam pembahasan mafsadah

kajian  maqashid  syari’ahnya
dan mashlahah yang saling bertentangan dan

sulit  dikompromikan®®.  Sebagaimana
pembahasan terdahulu tentang bercampurnya
mashlahah dan mafsadah dan pembagian
mashlahah itu sendiri, maka dibutuhkan upaya
tarjih, yaitu mengunggulkan salah satu di
antara yang lain. Untuk membantu upaya tarjih
tersebut digunakan beberapa kaidah-kaidah
figh dan kaidah-kaidah magashid yang dapat
kita temukan dalam fatwa-fatwa MUI, di

antaranya:
tt@u o e pde il s -
fold) il P pAE Gl ikl -

26 Al-Khadimi, Nuruddin. 1429 H. Abhats
fiMagashid as-Syari'ah. Beirut: Muassasah Al-
Ma'afif. him 64
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Keempat, Muro’ah figh al-Wagqi’

Istilah figh al-Wagqi’ (Figh Realitas) adalah
istilah baru di kalangan pemikir kontemporer.
Dalam khazanah keilmuan klasik tidak secara
literal kita temukan istilah yang demikian,
klasik  telah

menjelaskan secara substantive maksud dari

namun beberapa ulama
figh realitas ini. Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah (w
751 H)

menggunakan istilah figh al-waqi’ bi al-Nash*’

memberikan  isyart  dengan
(memahami realitas dalam menggunakan nash
sebagai rujukan). Memproduksi hukum/fatwa
bukan permasalahan memahami nash-nash
saja, melainkan juga menyangkut strategi
merealisasikan nilai yang diusungnya terhadap
realitas yang terjadi. Tujuan dari kajian realitas
ini agar menjamin terealisasinya spirit atau
nilai yang ingin diwujudkan dari sebuah
hukum (tahgiqul manath).

Al Qaradhawi merumuskan fikih realitas
sebagai sebuah upaya pembaruan fikih untuk
menyikapi realitas modern. la adalah
seperangkat pengetahuan yang menyeluruh

dan mendalam tentang apa dan bagaimana

2 Al-Jauziyyah, lbnu al-Qoyyim. 2004 M.
A'lam al-Muwaqgi'in 'an Robbi al-‘alamin. Cairo:
Daral-Hadits. Juz 1. HIm 87

8Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Peradaban:
Sunnah Sebagai Paradigma llmu Pengetahuan (Al-

sebenarnya yang terjadi, baik hal tersebut
sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau
sebaliknya. Pendekatan ini menjadi penting
karena ia adalah tumpuan pertimbangan
tentang bagaimana berhubungan dengan
realitas: diterima atau ditolak?”®. Dalam
beberapa hukum yang kita baca di dalam sirah
nabawiyah terdapat beberapa penerapannya
tidak sama tergantung pada situasi yang
melatarbelakanginya. Sebagai contoh, sikap
nabi yang keras terhadap Yahudi Bani
Quraidzah, namun di sisi lain beliau berlemah
lembut terhadap kaum musyrik Makkah di saat
terjadi Fath Makkah. Atas dasar itu, para ulama
menetapkan bahwa fatwa itu bisa berubah
karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan
adat istiadat.?®

Pendekatan figh al-wagi’ akan begitu
terlihat  ketika

berhadapan  dengan

permasalahan-permasalahn kontemporer
dalam realistas yang berbeda-beda. Produk
hukum terhadap permasalahn tersebut apakah
menjamin terwujudnya kemashlahatn atau
justru  menimbulkan dampak buruk bagi
manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa
fikih

berimplikasi terhadap upaya mewujudkan

pendekatan realitas  sebenarnya

kemashlahatan dan mencegah terjadinya

Sunnah: Masadran li al-Ma’rifah wa al-Hadarah),
terjemahan oleh Faizah Firdaus. (Surabaya: Dunia
Iimu, 1997), him. 292.

2lbid., him. 94.
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kemadharatan yang merupakan magashid al-
Syariah itu sendiri.

Berikut adalah gambaran tentang fikih
realitas yang digunakan sebagai pendekatan
maqosihid al-syari’ah dalam beberapa fatwa
MUI:

Keadaan/Realita | Hukum
S
Bunga Bank | - Bank sebagai
Konvensiona bagian  tidak
| terpisahkan
dalam
muamalah
masyarakat
Tidak
tersedianya
perbankan apabila
syariah  yang | menyalah
menjangkau i
semua wilayah | ketentuan
Yoga - Bermula  dari
peribadatan
agama lain
- Berbagai
macam praktik
yoga di
masyarakat:
ritual, olahraga,
campuran
keduanya
Negara
mengakui multi
agama
- Acara-acara
melibatkan
berbagai
pemeluk agama

Tema Fatwa

Boleh
dengan
ketentuan
dan kadar
tertentu

Tidak
boleh

Doa bersama
lintas agama

Kelima, muro’ah ma-alat al-Af’al
Proses pengambilan hukum (ijtihad) bertujuan

mengimplementasikan perintah dan larangan

30Al-Khadimi, Nuruddin. 1429 H. Abhats
fiMagashid as-Syari'ah. Beirut: Muassasah Al-
Ma'afif. him 67
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dari Allah swt sesuai dengan konteks realita
yang ada dan menjadikannya petunjuk untuk
mewujudkan magashid al-Syari’ah. Proses ini
tidak terbatas pada upaya yang sungguh-
sungguh untuk merealisasikan mashlahah
sebagai tujuan dari sebuah persoalan, namun
membutuhkan kajian lain yang berkaitan erat
dengan dampak yang akan ditimbulkan dari
(menghukumi  sebuah
Al-Khadimi

tanzilul  ahkam

permasalahan) tersebut.
menjelaskan hal tersebut dengan istilah “/ tibar
muro ati ma-alat al-Af"al ™.

Pendekatan muro’ah ma-alat al-Af’al
tidak dapat dilakukan dengan kajian yang
semacam  ini

sederhana. Karena, hal

dikhawatirkan akan menjadi  penyebab
melencengnya sebuah produk hukum dari
syariat Allah swt. Untuk menghasilkan hasil
kajian yang akurat, dibutuh sebuah kajian yang
sistematis dan metodenya telah mendapat
legitimasi para ulama. Di antara kajian yang
dilakukan oleh MUI dalam fatwa-fatwanya
dalam pendekatan muro’ah ma-alat al-Afal
adalah sebagai berikut:

a. Al-Dzari’ah saddan wa fat-han

Sad al-Dari’ah  (mencegah sesuatu
perbuatan agar tidak menimbulkan kerusakan)
secara konsep telah diajarkan dalam nash-nash
yang menjadi dalil hukum Islam. Dalam hadits

diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang
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para sahabat membunuh orang-orang munafik
yang telah diidentifikasi kemunafikannya dan
secara hukum telah memenuhi Kriteria untuk
dimusuhi/dibunuh. Dalam hadits pelarangan
ini beliau secara tegas memberi alasan sad
dzari’ah lewat sabda beliau: “Biarkan mereka,
jangan sampai ada yang mengatakan bahwa
Muhammad membunuh sahabatnya sendiri”®!.
Walaupun secara hukum dinyatakan pantas
untuk dikerjakan, namun apabila dalam kajian
ditetapkan bahwa pembolehan tersebut justru
menimbulkan kerusakan di kemudian hari,
maka masalah tersebut hendaknya dilarang.
Hal semacam ini disebabkan karena setiap
tanzil al-Ahkam diharuskan berorientasi
kepada mashlahat bagi mereka yang
bersangkutan dengan hukum tersebut.
Al-Dzari’ah secara bahasa dimaknai
sebagai “jalan menuju sesuatu”, wasilah dan
perantara. Sedangkan sad berarti membendung
dan menutup. Maka, sad al-dzari’ah adalah
menutup  rapat-rapat  (jalan  menuju
kerusakan)®. Imam al-Syatibi membagi al-
dzari’ah menjadi empat:

1. Sesuatu yang pasti mendatangkan
kerusakan. Semisal menggali lubang
dibelakang pintu rumah pada kondisi
gelap yang dipastikan semua yang lewat
akan terjatuh ke dalamnya. Perbuatan

ini dihukumi haram.

$1Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail.
1420 H. Shohih al-Bukhori. Beirut: Dar al-Kutub al-
IImiyyah. Juz 3. HIm 306. No 4907

2. Sesuatu yang langka mendatangkan
kerusakan, semisal menanam anggur
yang tidak

mendatangkan hal yang berbahaya,

pada  umumnya
meskipun terdapat kemungkinan dibeli
orang untuk dijadikan arak, namun
kecil.

kemungkinannya sangat

Perbuatan seperti ini jelas

diperbolehkan untuk dilaksanakan.

3. Sesuatu yang pada umumnya
mendatangkan kerusakan dan tidak
jarang  (nadir) kemungkinannanya.

Semisal menjual senjata kepada musuh

dan menjual anggur kepada pabrik arak.

Hal demikian dilarang  karena
prasangka kuat mengalahkan prasangka
yang lemah.

4. Sesuatu yang banyak mendatangkan
kerusakan, namun tidak bersifat langka
(nadir) juga tidak umum (ghalib).
Semisal jual beli dengan tempo (bai’ al-
ajal). Dalam konteks ini para fugoha
terjadi

silang pendapat, sebagian

melarang dan sebagian membolehkan.

Dalam pelarangan perayaan valentine
oleh fatwa MUI berdasar pada pendekatan ini.
Perayaan ini secara umum (ghalib) dan banyak
(katsir) yang dilakukan kebanyakan muda-

mudi Indonesia dimanfaatkan untuk hal-hal

32Wahbah Zuhaily, Ushul Figh, HIm. 102
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yang mengarah kepada kemaksiatan. Sehingga
perayaan tersebut harus ditutup jalannya agar
tidak menimbulkan kerusakan yang lebih
parah, baik pada dimensi akidah atau akhlak.
Menutup jalan kerusakan berarti menarik
adanya kemaslahatan.

Para ulama berpendapat bahwa
pernikahan antar agama hukumnya haram,
kecuali bagi laki-laki muslim yang menikahi
perempuan ahli kitab sebagaimana yang

termaktub di dalam al-Quran:

i o 085 g G <SRN 14553
gt &5 Sl LA Ny (Snd Jfy 522
NPeNy 335)‘ M‘ S5 8,83 3 5 Dast 4
o s Ml 220 §y T2 O 07 )

byfi Rty
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita
musyrik,  sebelum  mereka  beriman.

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin
lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin
lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka,
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelajaran”
(QS. Al-Bagarah: 221)

Silang pendapat terjadi antara para ulama
dalam kasus pernikahan laki-laki dengan
perempuan  kitabiyah. Hal ini terjadi
disebabkan perbedaan mendefinisakan apakah

kata musyrikat (wanita-wanita musyrik) di

150

dalam ayat tersebut termasuk di dalamnya
perempuan Kkitabiyah? apakah ayat tersebut
juga menghapus hukum bolehnya menikahi
perempuan kitabiyah pada ayat yang lain serta
hadits yang berbicara hukum ini?

Pendekatan sad  al-dzari’ah  yang
dilakukan MUI pada permasalahan ini terlihat
yang
mengharamkan pernikahan berbeda agama,

jelas  dengan memilih  pendapat
termasuk pernikahan laki-laki muslim dengan
perempuan kitabiyah. Meskipun masyarakat
Indonesia terdiri dari berbagai agama, MUI
mengharamkan pernikahan lintas agama. Pintu
tersebut ditutup rapat-rapat dengan alasan
bahwa jalan tersebut mengarah kepada damak
negatif yang banyak, terlebih bagi masyarakat
muslim dan generasi yang dihasilkan dari
pernikahan tersebut.

Pendekatan muro’ah ma-alat al-Af’al
dengan menggunakan metode sad adz-dzariah
sejatinya adalah mewujudkan magashid
Syariah itu sendiri. Pada beberapa fatwa MUI,
selain pendekatan lain yang digunakan, sad al-
Dzari’ah merupakan salah satu metode dalam
pendekatan untuk menjamin kemashlahatan
sekarang dan akan datang. Bahkan dalam
beberapa fatwa menggunakan istilah sad al-
dzari’ah secara jelas dalam pertimbangan
fatwanya. Dalam pelarangan pernikahan dini,
nikah beda agama dan nikah siri, pendekatan
ini diharapkan dapat mencegah timbulnya

kerugian dan kemadharatan di kemudian hari.
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Pendekatan muro’ah ma-alat al-Af’al
yang berorientasi pada akibat di masa yang
akan datang tidak hanya dengan metode
pelarangan (sad al-Dzari’ah), namun dapat
juga dengan sebaliknya, yaitu dengan
membuka atau membolehkan sesuatu yang
secara pemahaman literal dilarang (fath al-
Dzari’ah)®. Tujuan dari pembolehan dan
pelarangan tersebut adalah tercapainya
kemashlahatan yang akan timbul dari sebuah
produk hukum/fatwa. Dalam fatwa MUI
tentang pembolehan masyarakat muslim
Indonesia melakukan transaksi dengan bank-
bank konvensional dapat mewakili upaya
pendekatan MUI dalam penggunaan magashid

al-syari’ah.

b. Muro’atu al-khilaf

Salah satu  metode telah

yang
dipraktikkan oleh ulama dalam berijtihad dan
berorientasi pada kemashlahtan yang akan
ditimbulkan adalah muro’atul khilaf atau al-
al-khilaf,

memperhatikan semua perbedaan pendapat

khuruj  min yaitu  dengan
ulama/para imam madzhab figh terhadap satu
persoalan tertentu®*. Dalam kasus popular
adalah talak tiga dalam satu majlis apakah
dihukumi talak satu atau talak tiga sekaligus?

Perbedaan pendapat seputar ini tentu harus

%Bin Beyah, Abdullah bin al-Syaikh. 2012 M.
Shina'atu al-Fatwa wa Figh al-Agolliyat. Rabat:
Markaz al-Dirosat wa al-Abhats wa Ihya al-Turots
al-Robithoh al-Muhammadiyyah. him 333

diperhatikan, karena pada setiap kondisi dan
setiap individu memungkinkan akibat atau
Maka,

semua  pendapat

dampak yang berbeda. dengan

memperhatikan ulama
(muro atul khilaf), mujtahid dapat menentukan
pendapat ulama yang mana yang tepat untuk
dipilih

individu/komunitas

terhadap persoalan dan

tertentu pada waktu
tertentu. Memperhatikan perbedaan ini tentu
bertujuan untuk mendatangkan mashlahat dan
menolak mafsadah yang kemungkinan timbul.
Ini merupakan inti magashid al-syariah.

Fatwa MUI tentang nikah siri menjadi
sebuah gambaran bagaimana MUI berusaha
mempertahankan pergolakan antara
pembolehan dan pelarangan. Fatwa ini tidak
secara tegas mengatakan boleh atau tidak
bolehnya pernikahan siri. Justru secara literal
melegitimasi bahwa nikah siri sah secara
MUI

mendorong masyarakat Muslim Indonesia

agama. Walaupun secara spirit,
untuk mendaftarkan pernikahan mereka di
KUA. Namun dari sudut pandang muro atul
khilaf, MUI ingin fatwa ini sebuah solusi yang
memberi kemashlahatan dalam ketentuan-

ketentuan yang dijabarkan MUI.

DAFTAR PUSTAKA

34 Grissa, Hichem. 2005 M. al-Istidlal wa atsaruhu
fi al-khilaf al-Fighi. Beirut: Dar lbnu Hazm. HIm
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